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ABSTRAK

DEWI ROSITA, 2021. Pelayanan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)
pada Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Enrekang, Dibimbing oleh
Pembimbing 1 Bapak Mappamiring dan Pembimbing Il Bapak Anwar

Parawangi, Jurusan llmu Administrasi Negara, Universitas Muham madiyah
Makassar.

Pelayanan publik (public service) merupakan salah satu perwujudan dari
fungsi pada aparatur degara sebagai abdi masyarakat, pelayanan publik
dimaksudkan untuk_menscjahterahkan masyarakat atay warganegara. Maka dari
itu penelitian ini-bertujuan untik mengetahui kualitas, pelayanan pencrbitan surat
izin mengemudi (SIM) . pada satuan Jalu lintas Polre< Kabupaten Enrekang.
Pelayanan publik yane profesional, it aitinyd pelavinan publik vang bereirikan
olch adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi iayanan (aparatur
pemerintah).

Jenis penclitian ini adalah kualitatif yang dimana berarti penelitian ini
menggambarkan suatu fenomena atau kejadian vang nyata Informan pada
penelitian ini sebanyak 6 orang sebagai informan. Data-data penelitian diperolch
dari berbagai sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Peneumpulan data
dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data
vang digunakan vaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Tekmk pengabsahan data yang digunakan adalah triagutasi sumber, teknik, dan
waktu.

Hasil penelitian yang dilakukan diSatlantas polres Enrekang bahwa
kualitas pelayanan penerbiiasi Surat [zin Mengemudi (SIM) pada satuan lalu lintas
Kabupaten Enrekang melalui tiga indikator yairuy 1)Efektif dan Efisiensi,
indikator ini sangat penting untuk mngukur berhasilnya pelayanan yang
berkualitas pada Polres Enrekang dengan melihat beberapa alternatif dalam
pencapaian tujuan dan melihat persvaratan pelavanan dari batasan-batasan
tertentu. 2)Sederhana, birokrasi maupun masyarakat dalam pelayanan Surat Jizin
Mengemudi (SIM) diPolres Enrekang memberi pelayanan kepada masvarakat
yang lebth mudah dipahami, dan jug tidk berbelit-belit dengan mengadakan
Langkah-langkah yang praktis. 3)Kejelasan dan Kepastian,Polres Enrekang
diintansi  tersebut  belum  memiliki  komitmen pelayanan  prosedur-
prosedurterutama dalam biaya administrasi, 4)Keterbukaan, adanya Kerjasama
antar pegawal maupun atasan dimana mengadakan prosedur tatanan vang
diterapkan di Polres Enrekang dalam pemberian layanan, waktu pelayanan, dan
tanif pelayanan sudah diterapkan dengan baik.

Kata Kunci : Pelavanan Publik, Surat Izin Mengemudi (SIM)
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diberbagai belahan dunia.

Dalam pemberian pelayanan publik secara cepat dan tepat dalam era
informasi dan globalisasi yang semakin pesat, mutlak untuk dilaksanakan karena
apabila tidak, maka akan melahirkan suatu gejolak sosial, bahkan disintegrasi
bangsa yang pada akhirnya akan melahirkan perpecahan dan kehancuran bangsa
dan negara Sebagai sebuah lembaga, pelayanan publik menjamin
keberlangsungan administrasi negara yang melibatkan pengembangan kebijakan




pelayanan dan pengelolaan sumberdaya yang berasal dari dan untuk kepentingan
publik. Perkembangan informasi dan komunikasi yang ditandai dengan

mengglobalnya kehidupan yang berdampak pada meningkatnya tingkat

pendidikan masyarakat. Hal ini /\ ;
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dengan begitu bisa meminimalisir kejahatan yang biasa terjadi seperti pencurian
motor yang sering terjadi sekarang ini.

Dalam era globalisasi sekarang ini kondisi persaingan vang cukup kuat
sejumlah aparatur pemerintah di tuntut untuk bisa memberikan pelayanan sebaik-
baiknya kepada masyarakat dan berorientasi pada kebutuhan masvarakat
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi (SIM)

adalah alat kontrol, tanda bukti legitimasi kompetensi, dan data forensik




kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan dan
keterampilan untuk mengemudikan Ranmor dijalan sesuai dengan persyaratan

yang di tentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkatan jalan.

Pelayanan publik seharusnya lebih responsif terhadap kepentingan publik
karena akan terpantau secara transparan kebijakan, prosedur dan perilaku yang
menyimpang paradigma pelayanan publik berkembang dari pelayanan yang
sifatnya  sentralistik kepelayanan yang lebih memberikan fokus terhadap
pengolahan yang berorientasi kepuasan pelanggan (Barata, 2003). Memperhatikan
peran pelayanan umum vang semakin menonjol, maka tidak heran jika masalah




layanan mendapat perhatian dari masyarakat maupun dalam kaitan dengan pokok
usaha dan kegiatan organisasi (Hardiyansyah, 2011).

dilakukan oleh peneliti untuk melihat bagaimana pelayanan yang diberikan

kepada masyarakat sejauh ini. Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi masyarakat
umum tentu sudah tidak asing sebagai salah satu syarat vang harus dipenuhi
dalam berkendara. Pembuatan SIM tiap Kota/Kabupaten hanya terpusat pada satu
tempat yaitu Polrestabes Kota/Kabupaten sehingga sering terjadi tumpukan massa.
Masalah utama dari proses pembuatan SIM adalah lamanya waktu yang ditunggu
akan menyebabkan semakin lama proses pembuatan SIM mulai dari awal




pendafiaran sampai dengan SIM tersebut diterima oleh pemohon. Lamanya waktu
yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) tidak jarang
mengakibatkan antrian dalam pelayanan SIM. Kurangnya sumber daya atau

B. Rumusan

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan

masalah dalam penelitian ini, adalah :
Bagaimana kualitas pelayanan penerbitan surat izin mengemudi (STM) pada
Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Enrekang ?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarakan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan

penelitian ini, adalah :




Bagaimana kualitas pelayanan penerbitan surat izin mengemudi (SIM)
pada Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Enrekang ?

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
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A. Penelitian Terdahulu
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pelayanan pembuatan SIM di Satlantas Medan sebagian besar mempunyai sikap
sangat puas yaitu sebesar 22,9% sikap puas yaitu sebesar 17,1% sikap cukup puas
vaitu sebesar 20,0%, sikap tidak puas vaitu sebesar 20,0%, sikap sangat tidak
puas yaitu sebesar 20,0%. Dapat kita simpulkan Analisis Kualitas Pelayana
Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus dalam Pembuatan SIM di Satlantas
Medan) yaitu sangat puas dengan presentase 22,9%. Berdasarkan hasil penelitian
tersebut diartikan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan/masyarakat




dalam pembuatan SIM di Satlantas Medan adalah sangat puas.
2. Penelitian Bakara, Sancristo L. T. (2019)

Penelitian terdahulu yang kedua dilakukan oleh Bakara, Sancristo L.T
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sama faktor sistem prosedur metode, personil serta sarana prasarana berpengaruh
terhadap Efektivitas pelayanan Surat lzin Mengemudi (SIM) di Kantor Satuan
Lalu Lintas Polres Karangasem. Akan tetapi secara dominan faktor personil
merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap Efektivitas Pelayanan Surat
Izin Mengemudi Di Kantor Satuan Lalu Lintas Polres Karangasem.




B. Konsep dan Teori
I. Pelayanan Publik

4. Pengertian pelayanan Publik
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umum, masyarakat, dan Negara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
pelayanan publik memberikan definisi bahwa pelayanan publik merupakan
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga Negara atas barang dan jasa, atau
pelayanan Administrasi yang disediakan oleh para penyelenggara pelayanan
publik.

Pelayanan publik menurut Harbani Pasolong (2007:128), adalah setiap
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kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang
memiliki  setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kesatuan,
menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara

ya ’1-'-”' , \g“"'q I/
:) g/ \\\ SVl ,,/

yang baik akan memberikan kepuasan terhadap masyarakat karena pelayanan
tersebut.

Optimalisasi pelayanan publik menurut pendapat Indri dan Hayat (2015),
adalah memberikan pelayanan secara profesional dan berkualitas yang
mempunyai implikasf positif terhadap kepuasan pelanggan atau masyarakat.
Keberadaan sumber daya aparatur adalah unsur utama dan terpenting dalam
pemberian layanan. Karena aparaturlah yang bersentuhan secara langsung dengan
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masyarakat sebagai penerima layanan. Aparatur negara adalah kunci keberhasilan
pelayanan publik pada instansi atau lembaga pemerintah. Jika pelayanannya
bagus, maka pelayanan dapat dijalankan sebagai

pcngahman dan pengayoman,
T sifat-sifat memberikan
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kolaboratis dan dialogis dan dari cara cara yang sloganis menuju cara-cara yang
realistik pragmatis (Thoha, 2001:19).
b. Konsep Pelayanan Publik

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menjadi acuan bagi
penyelenggaraan untuk memberikan pelayanan secara optimal dan maksimal.
Kesinambungan seperti itulah yang memberikan dampak kepercayaan kepada

masyarakat dalam menerima pelayanan, Masyarakat akan merasa puas dengan
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pelayanan yang diberikan sesuai denghan peraturan perundang-undangan yang
mwmtm&pmm“&mwmmwgdaﬁ
bagaimana ia dilayani, seperti apa pelayanannya, serta bagaimana pelayanan yang

'\ engan kontekstualitasnya saja,

diberikan.  Pelayanan yang ditafs

rincian biaya'tarif pelayanan dan prosedur/tata cara pelayanan, serta
persyaratan pelayanan.

4. Keterbukaan, mengandung arti prosedurtata cara persyaratan. —satuan
kerja/pejabat penanggungjawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian,
rincian waktw'tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan
wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh

masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.
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Menurut Moenir (2003) dalam pelaksanaan suatu pelayanan publik
memiliki beberapa kriteria yaitu sebgai berikut :
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Adanya sarana pelayanan yang memadai dan mencukupi sehingga tercipta

efektifitas dan efektifitas suatu pelayanan.

Pasal 5 UU No.25/2009 menyebutkan, bahwa ruang lingkup pelayanan
publik adalah meliputi pelayanan barang publik dan jasa serta pelayanan
admimistratif yang diatur sesuai dengan ketentuan vang berlaku. Pemberian
pelayanan dalam ruang lingkup tersebut harus dipenuhi oleh pemerintah secara
baik, akuntabel dan maksimal, sehingga kepuasan kepuasan masuyarakat dalam
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penerimaan pelayanan dapat terpenuhi. Pelayanan publik tidak hanya membenkan
pelayanan secara fisik, tetapi juga sikap, perilaku penting dalam pelayanan publik.
Kepuasan masyarakat tidak hanya bertumpu pada cepatnya pelavanan , mudahnya
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resmi yang dibutuhkan publik. Berdasarkan Undang-Undang RT Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bab VIII tentang mengemudi
bagian ke satu tentang Surat Izin Mengemudi dalam Pasal 77 menyebutkan
bahwa : (a) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib
memiliki Surat 1zin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan Bermotor yang
dikemudikan. (b) Surat Izin Mengemudi sebagaimana disebutkan pada ayat (1)
terdiri atas dua jenis yaitu Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor




15

Perscorangan dan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum. (¢) Untuk
mendapatkan  Surat Izin Mengemudi, calon pengemudi harus memiliki
kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan

mengemudi.

a. Tugas Pokok dan Fungsi

P
<
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identifikasi  kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan

kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.
2. Fungsi
a. Pembinaan lalu lintas kepolisian;
b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral,
dikmaslantas dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas:

c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka
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penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran
lalu lintas (kamseltibcarlantas);

d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor

melebihi 3.500 kilogram.

2. Surat Izin Mengemudi B berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang
dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih
dari 3.500 kilogram.,

3. Surat Izin Mengemudi BII berlaku untuk mengemudikan kendaraan alat
berat, kendaraan penarik atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta

tempelan.
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4. Surat lzin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan sepeda motor.
5. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus
bagi penyandang cacat atau sepeda motor yang dirancang dengan
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tugasnya schingga pemohon SIM dapat mengerti penggunaannya terlebih
kepatuhan terhadap peraturan-peraturan lalu lintas sebab bila hal ini
dilalaikan maka dapat beresiko kecelakaan dan dapat berakibat kematian
dijalan. Sebagai petugas kepolisian selain harus memiliki profesionalisme,
maka mereka pula diikat dengan sesuatu disiplin kerja yang tinggi. Adapun
fungsi dan manfaat serta peranan SIM dapat dilihat dari beberapa berikut;

1. Sebagai sarana identifikasi/jati diri seseorang
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2. Sebagai alat bukti
3. Sebagai sarana upaya paksa, penyitaan SIM pada kasus pelanggaran dan
kecelakaan lalu lintas
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Berdasarkan teori diatas maka penelitian menggambarkan:

Pelayanan Penerbitan Surat lzin Mengemudi

Z.%"
T TN

ZaW
<\ l s

Enrekang maka yang menjadi fokus penelitian yaitu; Efektif dan Efisiensi,
Sederhana, Kejelasan dan kepastian, Keterbukaan,

E. Deskripsi Fokus Penelitian
Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka penulis akan lebih
memfokuskan peneliti dalam Pelayanan Publik melalui beberapa poin sebagai
berikut:

1. Efektif dan Efisiensi salah satu indikator ini sangat penting untuk mengukur
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berhasilnya pelayanan yang berkualitas pada Satlantas Polres Kabupaten
Enrekang dimana apa yang menjadi tujuan dan sarana pelayanan dalam hal
efektif fokus kepada tercapainya tujuan sudah melakukan pelayanan dengan

baik sesuai dengan tujuan yang in /“ ai serta efisiensi persoalan waktu

N

sudah dilakukan tanpa me

dengan fungsi dan tugas Polres Enrekang sebagaimana mestinya.

- Keterbukaan dalam Kinerja pelayanan mengarahkan tujuan yang akan dicapai,
adanya kerja sama antar pegawai maupun atasan dimana mengadakan
prosedur tatanan yang diterapkan di Polres Enrekang dalam pemberian
layanan, waktu pelayanan, dan tarif pelayanan sudah transparan dimana sudah
tersedia dipapan pengumuman serta diberbagai media online.




BAB 11

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian
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melalui pemaparan dan pengalaman dan dialami oleh informan dengan
didukung data kualitatif, dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan
suatu fakta tertentu dan memberikan gambaran secara objektif tentang
keadaan dan permasalahan yang dihadapi.

21
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C. Sumber Data

Dalam hal ini sumber data yang digunakan untuk melakukan poenelitian
ini adalah sebagai berikut :
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untuk melengkapi informasi data-data tentang objek-objek penelitian.
Adapun informan dalam penelitian ini adalah:




Tabel 3.1: Informan Penelitian

23

No.

Nama Informan

Jabatan

Iptu Althof Z S. Tk, S.LK., M.H

Teknik ini merupakan sebuah pengamatan secara langsung pada objek yng
‘akan di teliti untuk mendapatkan keterangan berupa informasi, data serta
fakta akurat yang berkaitan dengan objek penelitian. Selain itu, teknik ini

juga berfungsi untuk mengetahui tingkat keseimbangan antara keterangan
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informan dengan kenyataan yang ada melalui pengamatan secara langsung
terhadap objek dan tetap mengawasi keabsahannya.
3. Dokumentasi

dan memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting, mencari tema dan
pola serta membuang hal-hak yang dianggap tidak perlu.
2. Penyajian data
Data yang dikumpulkan peneliti selanjutnya akan disajikan dalam
bentuk uraian singkat schingga mempermudah peneliti melihat hal
yang akan dilakukan selanjutnya.
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3. Penarikan kesimpulan
Berdasarkan hasil wawancara dan data-data yang diperoleh dilapangan
selanjutnya di simpulkan dan dilihat keakuratan dari data tersebut.

&5 \ka"‘SSx:‘ ‘700\\\ |
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teknik lainnya dalam waktu dan situasi yang berbeda.




BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

ke nntar:
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47 - 3.293 m dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. Secara
umum keadaan Topografi wilavah didominasi oleh perbukitan/pegunungan yaitu
sekitar 84.96% dari luas wilayah Kabupaten Enrckang sedangkan yang datar
hanya 15,04%.

Ditinjau dari kerangka pengembangan wilayah maupun secara geografis
Kabupaten Enrekang juga dapat dibagi kedalam dua kawasan yaitu Kawasan
Barat Enrekang (KBE) dan Kawasan Timur Enrekang (KTE) KBE meliputi

26




Kecamatan Alla, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Enrekang dan Kecamatan
Cendana, sedangkan KTE meliputi Kecamatan Curio, Kecamatan Malua,

Kccamatan Baraka.

Kecamatan Bungin dan Kecamatan Maiwa. Luas KBE Kurang lebih 659,03
Km 2 atau 36,90% dari Luas Kabupaten Enrekang sedangkan luas KTE kurang
lebih 1.126,98 Km2 atau 63, 10% dari, Luas wilaya$ Kabupaten Enrekang. Polres

Enrekang séndir terletale.di kawasan Bardt kirckang (KBL) vaitu di Ji. Sultan

Hasanuddin No.40, Puserren Kec Enrekang,

Selatan,

Gambar 4. 1. Peta Kabupaten Enrekang
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Selama setengah dasawarsa terjadi perubahan administrasi pemerintahan baik
tingkat kecamatan maupun pada tingkat kelurahan/desa, vang awalnya pada

tahun 1995 hanya berjumlah 5 kecamatan dan 54 desa/kelurahan, tetapi pada

8. Kecamatan
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Duri, Enrekang da
a. Geografis Kabupaten Enrekang
1. Luas Wilayah : 1.786,01 KM2 yang terdiri dari 12 (dua belas)
2. Batas Wilayah :
Utara : Kab. Tator
Selatan : Kab. Sidrap

Barat : Kab. Pinrang




Timur : Kab. Luwu

3. Iklim : Trofis
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1. Ideologi, Pancasila sebagai dasar negara masih dapat diterima dalam

kehidupan masyarakat Kabupaten Enrekang.

2. Politik, Situasi Polittk cukup mendukung dalam kelancaran
pembangunan maupun kehipdupan masyarakat sehari-hari, dimana
situasi politik di wilayah Kabupaten Enrekang pada umumnya dapat

dikatakan stabil dan terkendali.
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3. Ekonomi, mata pencaharian masyarakat pada umumnya adalah petani
dan di kota adalah pegawai dan wiraswasta
4. Sosial Budaya

dan pada tahun 2015 dilakukan pula perbaikan lapangan apel dengan
menggunakan Papin Blok hinggah sekarang dan pada tahun yang sama dibangun
pula ruangan Satuan Narkoba Polres Enrekang.




SO 8 N HYyABSNYW

AN 157

_ SN HS SIZV |
| VOWNS OV

Bueyaang saajog 1SESIUETAQ ANNNS ['F [2QBL




32

3. Visi dan Misi Polres Enrekang

a. Visi

Terwujudunya postur Polri sebgai sosok penolong, pelayan, dan sahabat

RBP} melalui

pembangunan zona integritas (ZI) menuju organisasi Polri yang handal
(strive for excellenr) dan bebas dari KKN

5) Melaksanakan deteksi dini, peringatan dan deteksi aksi terhadap
permasalahan, ancaman dan segala kemungkinan gangguan KAMTIBNAS
yang dapat terjadi diwilayah hukum Polres Enrekang melalui kegiatan
penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.

6) Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan polmas
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7) Memperkuat sinergitas Polisional bersama instansi/pemerintah dan seluruh
komponen masyarakat untuk menciptakan situasi KAMTIBANS yang
kondusif.

!‘l “ﬁ "//'J‘“ : N 1A
o (R //"'qv‘\\\ 5
\ "%

4. Situasi Kesatuan
a. Kesatuan Polri
1) 1POLRES
2) 8 POLSEK
3) 4 POLSUBSEKTOR




34

b. Pers
1) PAMEN :5 orang
2) PAMA 24 orang

3) BINTARA: 295 orang

memantapkan strategi meningkatkan kepercayaan (frust building) dan
meningkatkan kemitraan (partnership building) masyarakat kepada Polri,
Maka sasaran strategis Polres Enrekang Tahun 2016-2020 dalam rangka
mendukung Polda Sulawesi Selatan dalam mewujudkan standar pelayanan
Kamtibmas yang unggul (strive for excellence) adalah:

1) Terpenuhinya Alpalkam/Almatsus dan kapor Polri guna mendukung

penguatan tupoksi Polri di Polres Enrekang Dengan indikator kinerja:
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a) Penambahan jumlah alpalkam/almatsus dan kapor Polri di Polres
Enrekang berasal dari Polda maupun dari Hibah.

\\\ \“'h///
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3) Terbangunnva Teknologi Kepolisian dan sistem informasi secara
berkelanjutan yang terintegrasi melalui penelitian dan kajian ilmiah dalam
mendukung kinerja Polri yang optimal, dengan indikator:

a) Jumlah penambahan pemenuhan teknologi Kepolisian dan system
informasi.
b) Jumlah penyajian informasi kriminal Nasional di Polres Enrekang,
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¢) Jumlah penambahan jaringan CCTV diwilayah Polres Enrekang.
4) Meningkatnya pelayanan prima dalam memelihara keamanan dan

ketertiban masyarakat dengan mengedepankan upaya preemtif dan

. //’ "l““‘\\ 5
\ ‘-,.\_.3 .

a) Jumlah produk Intelijen yang dapat digunakan oleh pimpinan dalam
giat lintas sektoral.

b) Jumlah produk intelijen yg dapat digunakan oleh fungsi Kepolisian
lainnya dalam rangka Harkamtibmas.

¢) Jumlah penurunan potensi gangguan keamanan dan ketertiban

diwilavah Polres Enrekang,
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d) Terbangunnya system pelayanan secara online dan keliling dalam
rangka penerbitan SKCK.
6) Terbangunya kerja sama dengan instansi pemerintah/ swasta / tokoh

b) Jumlah penempatan 1 (satu) bhabinkamtibmas disetiap desa.
c¢) Jumlah pelatihan dan kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan
bhabinkamtibmas diwilayah enrekang.
d) Jumlah peningkatan personil bhabinkamtibmas vang memiliki surat
keputusan bhabinkamtibmas diwilayah enrekang,
8) Meningkatnya keselamatan lalu lintas dalam rangka mendukung program
decade of action for road safery 2011-2020, Dengan indikator:
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a) Presentase penurunan Jjumlah Laka Lantas.
b) Presentase penurunan tingkat fatalitas korban Laka Lantas meninggal
dunia.

¢) Presentase penurunan j
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kepolisian bagi seseorang vang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan dan
keterampilan untuk mengemudikan Ranmor dijalan sesuai dengan persyaratan
vang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angakatan jalan,
Pelayanan SIM yang dilaksanakan pada Satlantas Polres Enrekang sudah tentu
memiliki standard dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu,
Penulis tidak mengkaji kinerja seperti yang dilakukan pada organisasi-organisasi
perusahaan, yaitu mengkaji standard dan target yang hendak dicapai, tetapi
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penulis lebih mengkaji apakah kinerja pelayanan yang diberikan oleh para petugas
kepolisisan yang bertugas dalam pemberian pelayaanan SIM. Kepada konsumen
dalam hal ini anggota masyarakat dan pihak lain misalnya petugas kepolisian
sendiri sudah memuaskan atau belum mémbaskar Kajiannya dilakukan demikian

kepada pihak yang berkepentingan/berurusan dapat diartikan bahwa kinerja
pelayanan belum efekuf,

Sistem pelayanan pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satuan
Penyelenggara Administrasi (Satpas) Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian
Resort (Kapolres) Enrekang sendiri telah menetapkan sebuah Standar Operasional
Prosedur (SOP) vang akan digunakan dalam setiap pelayanan pengurusan
pembuatan SIM. Standar Operasional Prosedur (SOP) inilah nantinya yang




menjadi pedoman pegawai Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) Surat Izin
Mengemudi (SIM) Satuan Lalu Lintas (Satlantas) (Polres) Enrekang dalam

melayani masyarakat dalam proses pengurusan Surat lzin Mengemudi (SIM).

1) Kartu Tanda Penduduk

2) Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas / RSU Pemerintah/POLRI

3) Mengisi Formulir Pendaftran SIM

4) Melampirkan Sertifikat Lulus Pendidikan Dan Pelatihan Mengemudi
b. WNA

1) Paspor dan Kartu Izin Tinggal Tetap di Indonesia
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2) Paspor, Visa Diplomatik dan Kartu Anggota Diplomatik (Staff /
Keluarga)
3) Paspor Visa Dinas dan Kartu lzin Tingga! Scmentara untuk
Pekerja/Pelajar
4) Paspor dan Kartu lzin Kunjungan/Singgah
¢. Persyaratan Usia
Usia 17 Tahun Untuk SIM A, C Dan B

2. Mekanisine Pelayanan SIM Baru

ym SURAT 1ZIN MENGEMUD] BAR UG, B |8

\/ = [
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Berdasarkan prosedur pembuatan SIM terlihat bahwa prosedur
pembuatan SIM mulai dan tahap awal, yaitu pemenuhan syarat-syarat
administrasi sampai pada tahap akhir penyerahan SIM yang sudah jadi kepada
pemohon pembuat SIM. Adapun tahapan-tahapan dari masing-masing dalam

pembuatan SIM, yaitu:
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a. Tahap Persyaratan (Melengkapi persvaratan)

Tahap ini merupakan tahap yang wajib dipenuhi pemohon untuk
mengajukan permohonan dalam ' pembuatan SIM. Dalam permohonan
pembuatan SIM, pihak pemohon harus melengkapi dahulu segala
persyaratan yang sudah ditentukan untuk memperoleh formulir vang telah
disediakan, Persyaratan tersebut terdiri dari :

1) Surat keterangan dokter sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan
berdasarkan SK dokter yang merupakan bukti bahwa pemohon dalam
kondisi schat secara jasmani maupun rohani pada saat mengurus
pembuatan SIM. Kondisi Jasmani yang sehat akan menghindan

terjadinya kecelakaan dalam mengendarai kendaraan. Mengingat akan
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pentingnya pemeriksaan kesehatan maka pemohon diwajibkan untuk
melakukan pemeriksaan kesehatan.
2) KTP/Fotokopi KTP merupakan kartu pengenal pemohon yang

SIM dilakukan melalui loket 1 yang ada di Satlantas Enrekang,
c¢. Tahap Registrasi
Setelah syarat administrasi dilengkapi oleh pemohon maka

pemohon berhak memperoleh formulir pemohonan pembuatan SIM yang
telah disediakan oleh pemerintah. Pemohon wajib mengisi formulir
tersebut dan menyerahkan kembali formulir vang telah diisi kepada

petugas yang mengurus SIM.




d. Tahap Ujian Teori
Tahap berikutnya adalah ujian teori, dimana ujian ini bertujuan

untuk menguji sejauh mana pengetahuan pemohon dalam mengenal
rambu-rambu lalu lintas dan

/ 1 g . d]t%mm dllapangan‘

. Tahap Pengambilan Foto dan Tanda tangan dan Pengambilan SIM

Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses pembuatan SIM.
Tahap penyerahan SIM kepada pemohon yang lulus ujian sampai pada
ujian praktek. Setelah penyerahan dilakukan petugas akan melakukan
pengarsipan data pemohon sehingga jika sewaktu-waktu data dibutuhkan

dapat ditemukan dengan mudah. Bagan dan penjelasan diatas merupakan
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prosedur pembuatan SIM secara utuh dan sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

3. Mekanisme Pelayanan SIM Perpanjangan, Hilang/Rusak dan Mutasi

dikeluarkan berdasarkan SK dokter yang merupakan bukti bahwa

pemohon dalam kondisi sehat secara jasmani maupun rohani pada saat
mengurus  pembuatan  SIM. Kondisi Jasmani yang schat akan
menghindari terjadinya kecelakaan dalam mengendarai kendaraan.
Mengingat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan maka pemohon
diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. KTP merupakan
kartu pengenal pemohon yang menunjukkan bahwa pemohon adalah
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warga Negara RI dan juga menolong petugas untuk mengisi data
pribadi pemohon. Pemohon harus membawa SIM vang sudah habis
masa berlakunya sebagai tanda bukti untuk memperpanajng SIM.

2) Tahap Administrasi

2 I,
77N
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mana pemohon melakukan sidik jari sebagai tanda identitas pemiliki
SIM, setelah itu pemohon menandatangani SIM dan melakukan
pengambilan foto sebagai bukti kepemilikan SIM tersebut dan
melakukan pengambilan SIM.
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b. Tahap Penggantian SIM Hilang
1) Tahap persyaratan SIM hilang
Pemohon melampirkan surat keterangan hilang dari POLRES

Wy
WRKASS,

\\\ 1"' // r - "'2_

= 120 menit
SIM A Umum = 180 menit
SIM A Bl = 120 menit
SIM BI Umum = 180 menit
SIM BlI = 180 menit
SIM BIl Umum =180 menit

SIMC =120 menit
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SIM D = 120 menit
2. Perpanjangan, Hilang, Rusak, dan Pindah Masuk (Mutasi):
SIMA =30 menit
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Lintas Polres Enrekang, teori ini akan memudahkan peneliti dalam mengetahui
bagaimana proses Pelayanan vang baik dengan indikator menurut Nurivanto vaitu
: (1) Efektif dan Efisien, yakni usaha yang dilakukan dengan melihat beberapa
alternatif dalam mencapai tujuan. (2) Sederhana, yakni melihat prosedur dan tata
cara pelayanan baik dari transparansi dan penvelenggara secara mudah. (3)
Kejelasan dan Kepastian, yakni adanya transparansi mengenai biaya pelayanan
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dan prosedur pelayanan (4) Keterbukaan, informasi yang dilakukan secara
terbuka baik dari pemberi layanan, waktu penyelesaian dan tarif layanan,

1. Efektif dan Efisiensi Pelayanan
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dengan SDP yang berlaku yaitu dem mematuhi dan menmipkau semua
standart SOP pelayanan yang ada, sementara sikap dan penilaian
masyarakat tentang pelayanan penerbitan SIM, apakah mereka puas/tidak
puas dengan mengisi kotak saran dan melihat hasil penilaian masyarakat
dalam kotak yang telah disiapkan”

Pernyataan atau hasil wawancara dengan informan dari Pihak Satlantas

Polres Enrekang mengenai tindakan yang dilakukan dalam memberikan pelayanan

penertiban SIM yang efektif dan efisien. maka pelayanan yang di berikan kepada

masyarakat khususnya pada pelayanan SIM semua pelayanan disosialisasikan
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sesuai dengan mekanisme pelayanan SIM dengan menerapkan semua SOP vang

ada." Sementara untuk sikap dan penilaian tentang pelayanan tersebut dari
masyarakat, apakah mereka PllﬂSfﬁ'dﬂk puas dengan menyediakan kotak saran
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beberapa SOP yang dianggap memakan waktu lama dan berbelit-belit, sehingga
masyarakat cenderung mengambil jalan lain tanpa mengikuti prosedur.
Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dsimpulkan bahwa pelayanan yang
diberikan sudah berdasar pada SOP, akan tetapi dari hasil observasi pelayanan
yang diberikan belum sepenuhnya sesuai dengan SOP yang ada. Hal ini di
sebabkan karena dalam Pelayanan Penerbitan SIM, ada beberapa SOP yang
dianggap memakan waktu lama dan berbelit-belit, sehingga masyarakat cenderung
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mengambil jalan lain tanpa mengikuti prosedur. Dengan demikian dapat di
simpulkan bahwa untuk menunjang efektif dan efisiensi pelayanan maka
pimpinan  sebagai pengawas pelayanan kinerja pegawai harus lebih
mengutamakan konsekuen kinerja ag

alan optimal dan maksimal.

2. Sederhana

senantiasa bekerja berdasarkan sikap mental dan kode etik yang telah ditetapkan,

Polres Enrekang sebagai abdi Negara yang memberi pelayanan kepada
masyarakat guna terciptanya keinginan masyarakat dengan mengadakan langkah-
langkah yang praktis dan mudah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat.
Seperti yang dikatakan oleh pihak Satlantas Polres Enrekang berikut

“Untuk metode pengurusan SIM itu ada dua, untuk pengurusan SIM

baru dimulai dengan melengkapi persyaratan pembuatan SIM seperti
melengkapi fotocopy KTP, surat keterangan sehat biaya PNBP
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(Penerima Negara Bukan Pajak) serta melampirkan sertifikat lulus
pendidikan dan pelatihan mengemudi, Selanjutnya masuk ketahap
registrasi dengan mengisi formulir SIM. Setelah itu masuk ketahap
teori hingga lulus. Setelah lulus ujian teori, selanjutnya ujian praktek.
Jika gagal ujian bisa datang kembali seminggu kemudin untuk
kembali mengikuti ujian. Namun jika lulus ujian praktek selanjutnya
masuk ketahap pereckaman foto dan Sidik jari serta tanda tangan.
selanjutnya masuk ketahap pencetakan SIM dan SIM yang telah
selesai dapat diambil.diruang tunggu pengambilan SIM. Dan untuk
proses perpanjangan SIM dimulai dari melengkapi persyaratan
administrasi seperti fotocopy KTP, SIM Jama, Surat Keterangan Schat
dan sclanjutnya membayar administrasi perpanjangan  SIM.
Selanjutnya. mengikuti perekaman foto, sidik jaii dan tanda tangan
diruang perekaman data. Sclanjumya SIM baru dapat ditunggu
diruang tungeu pengambilan SIM. Dalam menyikapi prosedur
pelayanan secara transparansi agar terselenggara dengan sederhana
dan mudah di pahami oleh masyarakat yaitu dengan meyajikan atau
menampiikan semua prosedur pada pelayanan SIM dapat dilihat
melalui media online dan spanduk yang ada didalam ruang pelayanan
Pernyataan ntau hasil wawancara dengan informan dari Pihak Satlantas
Polres Enrekang mengenai kesederhanaan pelayanan secara transparansi yang
mudah dipahami masyarakat yaitu dengan menyajikan atau menampilkan semua
prosedur pada pelayanan 5IM dapat di lihat dari bebcrapa akses. baik dari
spanduk vang di' pasang diruang pelayanan maupun di media online. Hal ini
berbeda dengan yang diungkapkan oleh informan dari masyarakat berikut :

“Prosedur penerbitan SIM di sini memang agak lama dan ribet kalau
mau kita lewati satu persatu proses tesnya, cukup registrasi sebentar
kita menerima jadi saja tanpa harus ujian praktek dan sebagainya dan
itu sangat memudahkan masyarakat”

Berdasarkan pernyataan dari informan diatas dapat disimpulkan bahwa
pelayanan yang diberikan oleh Satlantas Polres Enrekang dalam hal kesederhanan
belum sepenuhnya efektif. Mengapa dikatakan demikian, hal ini disebabkan oleh

beberapa SOP dalam pelayanan penerbitan SIM yang dianggpap masyarakat
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Justru memperlambat proses penerbitan SIM. Akibatnya masyarakat cenderung
mengambil jalan pintas tanpa mengikuti SOP vang ada untuk menyelesaikan

proses penerbitan SIM tersebut sesuai aturan. Padahal dalam pelayanan, SOP

&
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
berikut.
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Tabel 4.2 : Biaya Administrasi SIM Berdasarkan PP Nomor 76 Tahun 2020

No. Jenis SIM Baru Perpanjangan
1 A Rp 120,000 Rp 80.000
2. A UMUM 120.000 Rp 80.000
3 | BI 000 Rp 80.000
4. Bl UMUM Rp 80.000
5. BII Rp 80.000
6. BII \ Rp 80,000
. C 5.000
atlantas
N <4
Polres ) 4
biaya
infi
pela e dan
9 % )
kepastian ' d kang,
* U
informan 0
*
n'Bi - ® : l.it
sudah dan
pelati i k ada
sertifikat : ung
terima i urang _ _ akat
e

Menurut pengakuan informan meskipun pelayanan mereka sudah baik
tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan SOP yang ada, mereka vang datang tidak
memiliki sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan mengemudi. Biasanya jikapun
ada, hanya masyarakat yang ingin mengurus SIM A yang memiliki sertifikat lulus

pendidikan dan pelatihan mengemudi yang didapat dari les mengemudi dari pihak
swasta. Seluruh informan penulis mendapatkan sertifikat lulus pendidikan dan
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pelatihan mengemudi langsung saat ingin mengurus SIM dari pihak Satpas

Satlantas. Jadi tidak ada informan yang membayar biaya pengurusan SIM sesuai

dengan tanf pengurusan.

ﬁande-pandalah kita mengelola.™
Selain dana operasional yang bersumber dari negara, dana lain vang
digunakan oleh Satpas SIM Satlantas Polres Enrekang adalah dana yang
bersumber dan pungutan dari pengurusan SIM.,
Biaya yang dikenakan dalam Pelayanan Surat izin Mengemudi berdasarkan
pada PP No 76 tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas penerimaan Negara bukan
pajak vang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun hal
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tersebut berbanding terbalik dengan hasil wawancara dari informan masyarakat
Dalam pengurusan SIM, pengurus SIM terlebih dahulu harus memiliki sertifikat
lulus pendidikan dan pelatihan mengemudi. Dalam prakteknya sering kali
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mengabaikan SOP yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar
pegawai berusaha untuk memiliki sikap kerja yang baik dan disiplin namun
demikian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat cenderung tidak
berpatokan pada SOP dengan maksud agar pelayanan yang diberikan lebih cepat
dan lebih mudah. Sehingga perlu dilakukan pengawasan yang lebih efektif oleh
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pimpinan agar pegawai tersebut dapat merubah sikap mereka agar memiliki sikap
kerja yang lebih baik.
4. Keterbukaan

Keterbukaan yaitu kejelasan
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pastian informasi pelayanan vang

mengetahui  bagaimana

ﬁ

-----

kepolisian yang bertugas sudah dibekali secara baik sehingga para pemohon SIM
nantinya mengerti dan memahami fungsi dan peran serta manfaat dari SIM yang
dimilikinya. Kinerja pelayanan mengarahkan tujuan yang akan dicapai adanya
kerja sama antara pegawai maupun atasan dimana mengadakan prosedur tatanan
yang diterapkan. Adapun pernyatann dari Pihak Satlantas Polres Enrekang berikut

ini:

“Adapun cara pemberian informasi yang transparansi dalam
pemberian layanan penerbitan SIM dapat dilihat dan media online
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berupa facebook, instagram, twitter, dan website yang tersedia, serta

beragam macam spanduk yang terpasang diruang pelayanan SIM™.

Pernyataan atau hasil wawancara dengan informan dari Pihak Satlantas
Polres Enrckang mengenai keterbukafin' atau_transparansi dalam

o |

Sejalan dengan observasi yang dilakukukan peneliti bahwa dalam

penerbitan SIM masyarakat memahami apa saja persyaratan yang akan disiapkan
dengan kepastian imformasi yang ada. Bahwa di instansi teknis ini, telah
diterapkan prosedur-prosedur yang baik dapat dilihat dalam bentuk imformasi
yang diberikan terhadap masyarakat begitu juga komunikasi yang baik vaitu
komunikasi dua arah antara pimpinan dengan bawahan maupun bawahan kepada

pimpinan serta komunikasi antara sesama bawahan (staf) begitu juga dengan
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masyarakat sehubung pembuatan SIM sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan

Berdasarkan penyataan dari informan diatas dapat disimpulkan bahwa

pelayanan yang diberikan oleh Satlant
sudah efektif dalam memberi

pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satlantas Polres Enrekang
sudah baik dalam menunjang efektivitas dan efisiensi pelayanan. Akan tetapi
dalam memberikan pelayanan penerbitan SIM kepada masyarakat Pihak Satlantas
Polres Enrekang belum sepenuhnya sesuai dengan SOP yang ada.

Menurut Fajrin salah satu informan, pelayanan di Satlantas sudah baik dan
pelayanan yang seperti itulah yang membuat masyarakat puas dengan pelayanan
vang diberikan, namun kurangnya saja edukasi dalam tarif pelayanan.




Sejalan dengan observasi yang dilakukan peneliti pelayanan penerbitan
SIM yang dilaksanakan pada Satlantas Polres Enrekang memang sudah baik.
Namun dalam hal pelayanan penerbitan SIM, SOP yang ada belum sepenuhnya
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Artinya pelayanan vang dib SSMYE lah, tidak berbelit-belit
dan lebih gampang di pahami dan dilaksanakan masyarakat, serta memberikan
transparansi pelayanan,

Berdasarkan hasil wawancara vang dilakukan dengan pihak bagian Satlantas
Enrekang bahwa, pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satlantas
Polres Enrekang dalam tercapainya tujuan pelayanan vang sederhana untuk
masyarakat belum sepenuhnya efektif Dalam SOP penerbitan SIM menjadi
faktor penting dalam kesederhanan pelayanan, sehingga masyarakat diarahkan ke
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dalam pelaksanaan yang tepat. Namun berbeda dengan pendapat informan yang
menyatakan bahwa prosedur vang ditujukan akan memakan waktu yang lama jika
mengikuti prosesnya satu persatu. Ini sangat disayangkan karena masyarakat

/// o AL \\\\, : [.., i
W"'qv‘\\\ 5; % )

e
¥ &/
menjalankan SOP y “h\Q‘o
] Zal N

:5‘1:- 1]
"

berkomitmen terha
masyarakat, agar masyarakat tidak lagi mengambil jalan pintas dalam pelayanan
penerbitan SIM tersebut,
3. Kejelasan dan Kepastian

Kejelasan dan kepastian dalam pelayanan ini adalah adanya transparansi
mengenai prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, waktu dan biaya pelayanan.
Kejelasan dan kepastian pelayanan juga sangat mempengaruhi tingkat efektivitas

dan kepuasan masyarakat.
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan bahwa.

pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi(SIM) di Satlantas Polres Enrekang
dalam hal kejelasan dan kepastian pelayanan belum sepenuhnva efektif, karena

/

Z
‘/

berpatokan pada SOP dengan maksud agar pelayanan yang diberikan lebih cepat
dan lebih mudah. Sehingga perlu dilakukan pengawasan yang lebih efektif oleh
pimpinan agar pegawai tersebut dapat merubah sikap mereka agar memiliki sikap
kerja yang lebih baik.
4. Keterbukaan

Keterbukaan dapat di artikan sebagai prosedur atau tata cara persyaratan,

satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian,
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rincian waktwiarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan
wajib diinformasikan sccara terbuka atau transparan agar mudah diketahui dan
dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta. Keterbukaan atau

prosedur-prosedur yang baik dapat dilihat dalam bentuk imformasi yang diberikan

terhadap masyarakat begitu juga komunikasi yang baik yaitu komunikasi dua arah
antara pimpinan dengan bawahan maupun bawahan kepada pimpinan serta
komunikasi antara sesama bawahan (staf) begitu juga dengan masyarakat
sehubung pembuatan SIM sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat di simpulkan bahwa, prosedur
keterbukaan pelayanan penerbitan SIM sudah efektif dalam memberikan




yang diterapkan di Polres Enrekang telah sesuai dengan kriteria prosedur yang




A. Kesimpulan
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3. Kejelasan dan Kepastian Pelayanan di Polres Enrekang dapat dilihat
bahwa sebagian besar pegawai berusaha untuk memiliki sikap kerja vang
baik dan disiplin namun demikian dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat cenderung tidak berpatokan pada SOP dengan maksud agar
pelayanan yang diberikan lebih cepat dan lebih mudah. Sehingga perlu
dilakukan pengawasan yang lebih efektif oleh pimpinan agar pegawai
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tersebut dapat merubah sikap mereka agar memiliki sikap kerja yang lebih

4. Prosedur keterbukaan pelayanan penerbitan SIM sudah baik dalam

dapat mewujudkan pelayanan yang prima.
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Lampiran I : Dokumentasi

(Polres Kabupaten Enrekang)




(Proses Pelayanan Penerbitan SIM)
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Dokumentasi dengan IPTU Muh, Alithof Zainuddin, STK.. S.IK., MH

(Ketua Satuan Lalu Lintas Polres Enrekang)




Wawancara dengan Muh. Altthof Zainuddin, STK.. S.IK.,
(Ketua Satuan Lalu Lintas Polres Enrekang)
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Wawancara dengan Bapak BRIPKA A.M Alyas, S.H
(BA Akademik Satuan Lalu Lintas Polres Enrekang)
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Wawancara dengan Masyarakat Pemohon SIM
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Wawancara dengan Masyarakat Pemohon SIM
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Wawancars dengan Masyarakat Pemohon SIM
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Lampiran I1 : Surat Izin Penelitian
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Lampiran 111 : SK Penelitian
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